PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR X TAHUN 2017

TENTANG

[ZiN PENYELENGGARAAN PENDIDECAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK ) BHINANGKIT
DESA JATIWANGI KECAMATAN JATINANGI KABUPATEN MAAL FNGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAEBUPATEN MAJALENGKA

Memmbang - a bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Hanak-Kanak (TH) BHINANGKIT
Desa Jabwangi Kecoamalan Jaliwangi Kabupalen Majalengka Nomor
A BNKYANY tanggal 23 Januan 2017  pedhal  Pemohonan
Perpanjangan ljin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan
Kecamalan Jatiwangi Nomor 421/25-UPTD Pendidikan tanggal 31 Januari 2017
serta berdasarkan hasil vesifikasi Administrasi dan peninjauan lapangan ofeh
Tim Verifikasi Penyelenggarsan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas
Pendidikan Kabupaten Majztengka.

WO CETIARATAAT DOGE DeUART R e & o O Sond SasiE fenoan
hﬁftmman FEISEII 62 Undang-tndang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sislem
Pendidikan MNasional, dipandang perlu diterbitkan izin
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Hanak (TK) BHINANGKIT

Desa Jatiwangi Kecamalan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat > 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahum 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daersh
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Baral (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana lelah diubsh dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tenlang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Momaor 14 Tahun 1950
lenlang Pembentukan Deerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jiwa Barat {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun X3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

1 Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemesintahan Doerah
{Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambohan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4586), sebagaimana telah diubah
bebesapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemesintah Daersh (Lembaran Megara Ropublik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S670)



Peraluran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 lentang Slandar Nasional
Penddkan (Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2005 Nomoy

' 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406
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sebagaimana telah diubah bebemapa kall terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Momor 13 Tahun 2015 tenlang Perubahan Kedua alas Peraturan Pemenntah
MNomor 19 Tahun A5 tentang Standar Masional Pendidikan (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambshan Lembaran Negara
Riepublik Indonesia ﬂmmﬁﬁ?ﬂi;

Peraluran Pemenntah Nomor 38 Tahun 27 Tentang Pembagan Unsan
Pemesintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemernntah
Kabupalen¥ota (Lembaran HMNegara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerntah Momor 41 Tahun 2007 Tentang Omganisasi Perangkat
Dacrah {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Neqgara Republik Indonesia Nomor 4750);

Peraturan Pemedintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indenesia Momor 4864);

Petalwran Pemerintah Nomoe 17 Tahun 2010 fenlang Pengedolaan  dan
Pemyslenggaraan Pendidikan {Lembaran Megam Republik Indonesia Tahun
210 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana lelah divbah dengan Peraluran Pemerinlah Momor 66 Tabun
210 tentang Perubahan atas Peraturan Pemernlzh Nomor 17 Tahum 2010
teniang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negama
Republik Indonesia Momar 5157):

Peraluran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
209 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menleri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 Tenlang Pendinan Satuan Pendidikan Nonformal (Berla Negara
Republik Indanesia Tahun 2013 Momor 877); sebagaimana Iedah diubah dengan
Peraluran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 ientang Pendiian Satuan Pendidikan Anak Usia Dind (Berils
Megara Repubiik indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)

Peraturan Daerah Kabupalen Majalengka Nomor 2 Tabun 20028 Tentang
Urusan Pemerinlah Daersh Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daergh
Nomor 1);

Peraluran Daerah Kabupalen Majalengka Nomor 10 Tahun AXE Teniang
Organisasi  Perangkal Daerah  Kabupalen Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupalen Majalengka Tahun 2009 Nomww 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Momor B Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Perafuran Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tenlang
Orgamisasi Perangkat Daerah Kabupalten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor B).



MEMUTUSKARN

Henetaphan

KESATU - Memberikan Zin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman
Kanak-Kanak (TK) BHINANGKIT Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten
Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurkulum yang
digunakan mengikuli petunjuk dan aluran yang berlaku.

3. Peiydlenggara  berkewajiban  menyampaikan  laporan  tertulis mengena
perkembangan lembaga setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidkan
Kabupaten Majalengka;

4. Seqala fasililas dan kelengkapan yang menjadi syaratfkelancaran berdirmya
lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) termaksud Tenaga Pendik
menjadi tanggungiwab Yayasan/Fenyelenggar.

KEDUA - |zin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU beraku selama memenuhi
ketenipan dan dievalpasi sefiap tahun, apabla terjadi pelanggaran lerhadap
kelentuan-kelentuan pelaksanaan  penyelengaraan  Taman Kanak-Kanak (TK)
lersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) ini akan dicabut.

KETIGA :Dengmheﬂakmyaﬁepuhmmirﬁ,mkahepmﬁmﬁepdaﬂirmmmﬁm
Kabupaten Majalengka Nomor 61 TAHUN 2014 tanggal 7 Apil 2014 dicabut dan
dimyatakan fidak beraku.

KEEMPAT : Kenuhman ini bersku sejak tanogal ditetapkan  dengan  ketenfuan apabda
dikemudian hari terdapat kekefinan dan atou kesalahan didalamnya akan diadakan
perhaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 1 Mamest Fn'L

Tembusan

1. Yth. Bupati Majalengka;

7 Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditien PAUD dan DIKMAS Kemendibud di Jakarta;
3. Yih. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Baral di Bandung,

4, Y. Keoata UPTD Pendidikan Kecamatan Jaiiwangi.




